
DUGAR RABIIAT 'l"OIIAll YAIIG 11ABA BSA. 
\VALIKOTA DBPOK, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ter1aksananya penga1ihan aset sesuai 
dengan Berita Acara Nomor: 119/01/X/BA/KS/2015 dan Berita 
Acara. Nomor 593/01/X/BA/EK/2015 tanggaJ 6 Oktober 2015 
tentang Serah Terima Aset dan Pegawai Perusabaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogar antara 
Pemerint.ah Kabupaten Bogor dengan Pemerint.ah Kota Depok, 
jumlab peJanggan PDAM Tirta Asasta Kota Depok menjadi diatas 
30.000 pelanggan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 26 ayat (1) huruf b 
Peraturan Daerab Kota Depok Norn.or 10 t.ahun 2011 jumJab 
direksi ditetapkan paling banyak 3 orang untuk jumlab 
pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; 

c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
tidak lengkap dan tidak jelas mengatur mengenai anggota Direksi 
dan tugas, wewenang, fungsi, serta hak yang meliputi 
Penghasilan, Uang Jasa Pengabdian, Dana Pensiun, Cuti, Biaya 
Perja1anan Dinas dan Biaya Pendid:ikan dan Pe1atihan bagi 
masing-masing direksi dan Dewan Pengawas; 

t' I : -~ : ~1 
"l'BilTAIIG TU&\&, WBWDIAIIG, TAllGOUIIG JAWAB, BAK DAii KBIYAJIBAII 

DAii DBW.All PBIIGA.WAS P&ROMBAAJJ DABRAII AIR. IIIIIUII 
TIRTA ASA.STA KOTA DBPOK 

TDTAIIG 

PBRATURAII WALIKOTA DBPOK 
WOMOR 32 TAIIOll 2015 

WALIKOTA DBPOK 
PROVlllSI JAWA BARAT 

TAIIOll 2015 WOMOR32 
BBRITA D.ABR.AII KOTA DBPOK 
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d bahwa ketentuan Pa.sal 23 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan 
Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi pengambilan Keputusan 
dan/ atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak 
Jengkap atau tidak jelas: 

e. babwa berdasarkan pet timbangan sebagaimana di:maksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, 
Hak Dan KewajI"ban Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan 
Daerah Air Min.um Tirta Asasta Kota Depok; 

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat n Depok dan Kotamadya Daerah 
Tingkat Il Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3858); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe1ayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

Mengingat 
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BABI 
BB'iD"tUAII UIIOII 

Pasal 1 
Dalam Pera.tu.ran Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Depok. 
2. Pemerintah Kota adalab Pemerintah Kota Depok. 
3. Walikota adalah Walikota Depok. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se1anjutnya disingkat 

DPRD adalah DPRD Kota Depok. 
5. Perusahaan Daerah Air Minum, seJanjutnya disingkat PDAM 

adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. 
6. Direksi adaJah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum TiTta 

Asasta Kota Depok. 
7. Dewan Pengawas adalab Dewan Pengawas Perusabaan Daerah 

Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sehagairoana teJah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Organ Dan Kepegawaian Perusabaan Daerah Air Minum; 

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pendirian Perusabaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10); 

MBlll1JTUSKAJI : 
Menetapkan : PBRA.TURAII \VALIKOTA l'BIITARG TUGAS, WEm.AJIG, 

l'OllGSI, BAK DAii KBWAJIB&JI DJRBKSI DAJI DEWAR 
PBIIGA\V.AS PERUSAIIAAll DA.BRAH AIR lllllUII TIRTA AS&STA 
KOTADBPOIL 
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(1) Direksi bertugas: 
a. menjalankan sepla tindakan yang berkaitan dengan 

pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan 
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta 
mewakili Perusahaan baik di daJam maupun diluar 
Pengadilan tentang sepia hal dan sepia kejadian dengan 
pembatasan-pembatasa.n sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-udangan, Anggaran Dasar dan/atau 
Keputusan Rapat Pembahasan Bersama; 

Pual3 

Pual2 
(1) .Jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 

Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional 
(2) Direksi sebagai salah satu Organ PDAM bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial 
(3) Tanggung jawab secara kolektif dan kolegial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan bahwa masing-masing 
Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil 
keputusan sesuai dengan pemhagian tugas dan wewenangnya, 
namun pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota. Direksi 
teta.p merupakan tanggungjawab bersama 

(4) Kedudukan masing-masing anggota. Direksi, termasuk Direktur 
Uta.ma adalab setara. 

(5) Togas Direktur Utama sebagai primus inter pares yaitu 

mengkoordinasikan kegiatan Direksi. 
Ba&Jan Kedua 

Taps mm Pnnpt Dhelmi 
Paragraf 1 

UmlllD 

BABB 
DJRBKSJ 

..... Km.ta 
Umam. 
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l'lmlgraf2 

Direktar Utama 

Pasal4 
(1) Direktur Utama mempunyai togas pokok menetapkan kebijakan 

pokok Perusahaan daJam usaha penca:paian Visi dan Misi 

Perusahaan dan mengenda]ikan operasi Perusahaan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku berdasarkan kesepakatan 
bersama Dewan Direksi 

(2) Dalam melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi : 
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM; 
b. mereneanakan dan menyusun program kerja perusahaan 

tahunan dan 5 (funa) tahunan; 
c. membina Pegawai; 
d mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; 
e. mewakili PDAM baik didalam dan diluar Pengadilan 

bersama sama dengan direksi Jainnya; 
[ menyampaikao Laporan berkala mengenai seluruh kegiatan 

termasuk Neraca dan Iaporan 1aba/rugi kepada Walikota 
meJalui Dewan Pengawas; 

g. merencanakan dan mengeodaJikan pengadaan ba.rang/jasa 
bersama sama dengan direksi lainnya; 

h, melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan 
perusahaan daerah terutama dengan pihak Pemerintah Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok; 

b. menyusun Rencana Strategis Bisrris Perusahaan; 
c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusabaan 

(RKAP). 
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Panpaf3 

Dlrektar Um11111. 
PaalS 

(1) Direktur Umum mempunyai togas pokok merencanakan, 
mengemhangkan, mengelo]a somber daya manusia, keuangan 
dan seluruh aset yang dimihlci PDAM, sehingga mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi PDAM Tirta Asasta Kota Depok. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Umum mempunyai fungsi : 

a perencanaan pengemhangan dan strategi dalam bidang 
Keuangan, Kepegawaian, Aset Tetap dan pengadaan 
barang/ jasa; 

b. penye1arasan kegiatan-kegiatan Bagian Keuangan, Bagian 
Kepegawaian, Bagian aset, dengan bagian-bagian yang 
berada dibawah Direktur Utama dan Direktur Operasional, 
agar tugas pokok dan fungsi PDAM Tirta Asasta Kota Depok 
dapat dijalankan dengan baik; 

c, pengelolaan keuangan untuk mendukung program dan 
kegiatan-kegiatan rutin PDAM Tirta Asasta Kota Depok; 

d, pembinaan sumber daya manusia untuk mempertahankan 
dan meningkatkan Kinerja PDAM Tirta Asasta Kota Depok; 

e. pengelolaan aset sehingpp seluruh aset dapat berfungsi 
dengan baik untuk mendukung tugas pokok PDAM. 

Panpaf4 

Dlrektar OpenaioDal 
Pallld6 

(1) Direktur Operasional mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan berhagai tugas operasional penyediaan air 
minum sejak pengadaan air baku sampai dengan penyaluran 
air minum kepada pelanggan, sesuai dengan kemampuan 
penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas 
kesehatan. 

• 
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(2) Direksi berwenang: 
a. menetapkan kebijakan kepengurusan Perusabaan; 
b. mengatur penyeraban kekuasaan Direksi kepada seorang 

atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil 
keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusabaan di 
dalam clan di luar pengadilan; 

e. pengolahan air baku menjadi air minum yang siap 
didistribusikan kepada 1anggarum clan masyarakat umum; 

f. perencanaan clan pengawasan pekerjaan-pekerjaan teknik 
untuk meruiukung berjalannya keseluruban fungsi 
Direktorat Operasional. 

Bwglan Ketiga 

\YeweDBJI& DueJad 
Pllllal7 

secara maksima]; 

(2) Da1am melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )~ Direktur Operasional mempunyai fungsi : 
a. perencanaan pengemhangan dan penetapan strategi 

operasional da]am bidang-bidang Transmisi clan distribusi, 
Produksi clan Perencanaan pembangunan infrastruktur dan 
usaha; 

b. penye1arasan kegiatan-kegiatan Bagian Transmisi clan 
distribusi, Produksi clan usaha dengan kegiatan pendukung 
di Direktorat Umum, agar tugas pokok dan fungsi PDAM 

dapat dijalankan dengan baik; 

c. pengelolaan clan penyelenggaraan sistem transmisi, 
distribusi clan produksi air minum agar jumlah clan kualitas 
air minum yang dibutubkan pelanggan clan masyara.kat 

dapat terpenuhi; 
d, pemelibaraan jaringan transmisi clan jaringan distnl>usi air 

minum agar selurub sarana air min.um dapat dipergunakan 
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BABm 
DBW.All PBIIGAWAS DAii PBJABAT SDIBNT.&RA 

Bagiaa Kesatu 
Dewan Penpwas 

Pangraf l 
Umam 
Pasal8 

(1) Dewan Pengawas merupakan sa1ah satu organ IDAM Tirta 
Asasta. Kota. Depok yang bertugas melakukan pengawasan 

dan pemberian nasihat kepada Direk.si dalam menjalankan 
kegiata.n pengurusan Perusahaan, serta menjalankan 
kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 

c. mengatur penyeraban kekuasaan Direk.si kepada seorang 
atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri 
sendiri maupun bersama-sama ata.u kepada orang Jain, 
untuk mewakili Perusabaan di dalam dan di luar 
pengadilan; 

d, mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian 
Perusahaan termasuk peneta.pan gaji, pensiun ata.u jaminan 
hari tua dan penghasiJan lain bagi pegawai Perusahaan; 

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan 
berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan; 

f. melakukan sega]a tindakan dan perbuatan 1ainnya 
mengenai pengurusan Perusabaan, mengikat Perusahaan 
dengan pihak Jain dan/atau pihak Jain dengan Perusahaan, 
serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan 
tentang sega1a hal dan sega1a kejadian; 

g. menetapkan Struktur Organisasi dan ta.ta kerja perusahaan; 
h, menetapkan Kebijakan-kebijakan operasional dan standard 

operasional baku (SOP); 
i menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas 

tindakan perusahaan (corporate action}. 
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sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan, 
kebijakan dan peJaksanaan pengembangan karir; 

(2) Dewan Pengawas terdiri dari K~ Sekretaris dan anggota. 
Ketua Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Kota dan 
Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur profesional. 

Paragraf2 

Taps Dewan Peapww 
Pasal9 

Dewan Pengawas mempunyai tugas : 

a me1aksanakan pengawasan terhadap pengurusan dan 
pengelolaan Perusahaan oleh Direksi; 

b. memberikan pet timbangan dan saran kepada Walikota dimmta 
atau tidak guna perbaikan dan pe:ngembangan Perusabaan 
antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan 
oleh Direksi, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan 
pibak lain, serta menerima memeriksa dan atau 
menandatangani Laporan Triwu1an dan Laporan Tahunan; 

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang 
Perusabaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

Perusahaan (RKAP) yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk 
mendapatkan pengesahan; 

d, memberikan arahan kepada Direksi tentang hal-hal penting 
mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan 
berdampak besar pada usaha dan kinerja perusabaan secara 
tepat waktu; 

e. merespon saran, barapan, permasalahan dan keluhan dari 
Stakeholders [pelanggan, pemasok, kreditur,dan karyawan) yang 
disampaikan langsung ataupun melalui Direksi sesuai batas 
keweoangannya; 

f. memberikan arahan kepada Direksi tentang penguatan sistem 
pe:ngeodalian intern perusahaan, manajemen risiko perusahaan, 
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Parapaf3 
Wewenang Dewan Pengawas 

Paal 10 

Da1am melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai 
wewenang: 

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan; 
b. menilai Laporan Triwu1anan dan Laporan. Tahunan yang 

disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota; 
c, meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan 

pengemhangan Perusahaan; 
d, mengusulkan pengangka:tan, pemberhentian sementara, 

rebabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota. 
Parapaf4 

l'onpi Dewan Penpwas 
Paal 11 

Dewan Penga.was mempunyai fungsi sebagai berikut 
e. penyusurum rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan 

Pengawas yang merupakan begian yang tak terpisah dari RKAP 
Perusahaan dan me1aporkan secara tertulis kepada Walikota. 

~ me]aporkan dengan segera kepada Walikota apa.bila terjadi geja]a 
menurunnya kinerja perusahaan serta me1aporkan saran-saran 
yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki 
permasa]ahan yanag dihadapi; 

h. menyeleksi dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada 
Walikota sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan; 

i menilai kinerja Direksi dan meJaporkan basil penilaian tersebut 
kepada Walikota; 

j. menyampaikan tembusan Japoran kinerja PDAM kepada Kepa]a 
OPD terkait. 
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f. pe1aporan tugas pengawasan dan pemberian nasihat atas 
pengelolaan perusabaan oleh Direksi yang te1ah di1akukan 
selaroa tahun buku yang baru/Jampau kepada Rapat Pemilik: 
Modal; 

g. pemberi pendapat <Ian saran terhadap rancangan RJPP dan 
RKAP yang disaropaikan oleh direksi kepada Walikota sebagai 
hahan pertimhangan keputusan Walikota; 

h. Dewan Pengawas menetapkan mekanisme bagi Dewan Pengawas 
untuk merespon/:menindaklanjuti saran, permasalahan atau 
keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi 
tentang saran penyelesaian yang diperlukan; 

i pembentukan kebijakan <Ian prosedur Dewan Pengawas 

mengenai proses penunjuka.n calon auditor ekstemal dan/atau 
penunjukan kembali auditor ekstemal dan penyampaian usuJan 

calon auditor ekstemal kepada Walikota. 

Ba&fanK.edua 
Pejuat Sementara 

Panlgraf 1 

Tupa Pejallat Sementara 
Pasal 12 

Togas pejabat sementara adalab sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan 

terhadap pengurusan <Ian pengelolaan Perusahaan Daerah; 
b. memberikan pet timbangan dan saran kepada Waliko1a guna 

perbaikan atau pengemhangan PDAM Kota Depok, antara Jain 
:mengenai pengangka1an Direksi, program kerja yang diajukan 
oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Ko1a 
Depok, rencana pinjaman <Ian ikatan hukum dengan pihak lain, 
serta menerima, :memeriksa dan/atau menandatangani Japoran 
triwulan dan Japoran tahunan; 

c, menyera.hkan tembusan Japoran kinerja PDAM kepada OPD 
terkait; 
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Bagien Ked:aa 

Penghasflan Direlmi 
Paaal 15 

Peogbasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya. 

Paaal 14 
(1) Direksi mendapatkan hak berupa penghasilan, pensiun, uang 

jasa pengabdian, uang duka, biaya perjalanan dinas, 
pendidikan dan peJatihan, serta cuti 

(2) Direksi berhak atas pakaian dinas sejumlab dua kali da)am 
setahun, yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil 
Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian 

Olah Raga. 

BABIV 
BAK DIRBKSI 

Ba&i•• Kesa.ta 
Umum 

d memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisms 

(Business Plan/Corporate Plan), dan rencana bisnis dan 
anggaran tahunan PDAM Kota Depok yang dibuat Direksi 
kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan. 

Puqraf2 
Taps Pejabat Semeatma 

Paaal 13 
Wewenang pejaba.t sementara ada1ah sebagai berikut : 
a. menilai kinerja Direksi dalam mengeloJa PDAM Kota Depok; 
b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan 

Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota; dan 
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelo1aan dan 

pengembangan PDAM Kota Depok 
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Parapaf2 

Je1U11 dan Be•• Tanjanpn Dhebl 
PaSld 17 

Direksi mendapatkan tunjangan bernpa tunjangan kesehatan, 
tunjangan Operasional, dan tunjangan pajak penghasilan 

Pasal 18 
Besamya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah 
sebagai berilrut : 
a. Kepada Direktur Utama dan Keluarga dI"berikan tunjangan 

kesehatan dalam bentuk manfaat dari premi Asuransi Kesebatan 
dan kepada kedua Direktur lainnya beserta Keluarga diberikan 
90% dari tunjangan kesehatan yang diterima Direktur Utama; 

Paraprafl 

Gajl.Dkelmi 
Paal.16 

(1) Gaji Direktur Utama maksimal adalah 3.5 (tiga koma 1ima) kali 
penghasi1an tertinggi pegawai dengan mamperbatikan 
ke:mampuan perusahaan 

(2) Gaji Direktur Operasional dan Direktur Umum sebesar 90 % 

(Sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama. 
(3) Direksi mendapatkan gaji ke-13 (ketigabelas) yang diberikan 

setahun sekali menje1ang hari Raya Keagamaan dan dt"berikan 
sebesar maksima1 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir dan 
diberikan :minimal 1 (satu) minggu sebelum Harl Raya 
keagamaan yang bersangkutan. 

(4) Direksi mendapatkan gaji ke-14 (keempatbeJas) yang diberikan 
setahun sekali pada saat penggantian tahun ajaran baru 
seko1ah sebesar maksima1 1 (satu) kali penghasilan bulan 
terakhir. 
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b. Kepada Direktur Uta.ma diberikan tunjangan Operasional 
sebulan sekali pa1ing besar satu pertiga dari gaji yang diterima 
Direktur Utama pada bu1an bersangkutan dan kepa.da kedua 
Direktur Jainnya chl>erika.n 900"1 dari tunjangan operasional yang 
diterima Direktur Uta.ma; 

c. Kepa.da Direksi chl>erikan tunjangan pa.jak pengbasilan sebesar 
_pajak yang harus dlbayarkan atas seluruh pengbasilan yang 
diberikan dari perusahaan. 

BapnKetip 

Penaian 
Pmlal 19 

(1) Direksi dapat diberikan uang pensiun da1am bentuk program 

Asuransi/Pensiun. 
(2) Besarnya manfaat Asuransi/Dana Pensiun yang diterima 

Direktur Utama sebesar dua ka1i manfaat tertinggi yang diterima 
oleb pegawai dan manfaat Asuransi/Dana Pensiun yang diterima 
kedua Direktur Jainnya sebesar 900"1 dari manfaat 
asuransi/Dana Pensiun yang diterima Direktur Utama. 

(3) Apabila Direksi menjabat kembali untuk periode kedua dan 
seterusnya besamya manfaat Asuransi/Dana Pensiun yang 
diterima Direktur Utama secara kumulatif sebesar tiga kali 
manfaat tertinggi yang diterima oJeh pegawai dan manfaat 

Asuransi/Dana Pensiun yang diterima kedua Direktur Jainnya 
sebesar 900"1 dari :manfaat asuransi/Dana Pensiun yang diterima 
Direktur Utama. 

(4) Untuk mendapatka.n manfaat tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatas perusabaan membayar sebesar dua pertiga dari premi 
Asuransi dan sisanya satu pertiga dari premi Asuransi 
ditanggung oleb Direksi yang bersangkutan. 



15 

BapaKeJima 

UangDab 
Pual21 

Direksi yang berhenti karena meningga1 dunia sebelum masa 
jabatannya berakhir, mendapat uang duka sebesar 2 (dua) kali 
pengbasiJan yang diterima pada bulan terakhir, yang diberikan 
kepada ahli warisnya 

Bll&l-nKeempat 
Uang Jm PenpMfan 

Pual20 
(1) Direksi berhak atas uang jasa pengabdian apahila berhenti 

dengan hormat karena masajabatannya berakhir 
(2) Direksi yang berhenti dan diberhentikan dengan honnat sebelum 

masa jabatannya berakbir dapat chl>erikan uangjasa pengabdian 
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat te1ah 
menjalankan tugasnya pa1ing kurang 1 (satu) tahun, 

(3) Besamya uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

clan (2) adalah sebesar dua koma Iima dikali tahun masa kerja 
dikali pengbasilan direksi satu bulan pada bulan terakhir 

(2.5 x tahun masa kerja x penghasilan terakhir). 
(4) Direksi tidak berhak atas uang jasa pengabdian apabila 

dtl>erhentikan dengan tidak hormat. 

(5) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM Kota Depok yang 
sudah mengilruti program Asuransi/Dana Pensiun, dapat tetap 
me1anjutkan keikutsertaannya dengan pembayaran premi 

Asuransi ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan 

selama menjadi Direksi 



16 

Jla&i••Ketqjah 
Cati 

Pual24 
Direksi diberikan hak cuti sebagai berikut : 
a. Direksi berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja 

clikurang cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, cuti 
tahunan yang tidak dipergunakan pada tahun berjaJan dapat 
digunakan tahun-tahun berikutnya; 

b. Cuti ibadah keagamaan (ihadab haji dan/atau umroh) dengan 
jumlah hari cuti sesuai dengan lamanya perjalanan ibadah haji 
ditambah dua bari sebelum dan dua bari sesudah perjalanan 
ibadah, sedangkan untuk ihadab umroh ditambah satu bari 
sebelum dan sesudah perjalanan ibadah; 

c, Khusus untuk ibadah haji, hanya dapat dilakukan paling 
banyak satu kali setiap masa jaba.tan; 

BaglanB.eenam 
Bfaya Perjalamm Dlw, PemlWibn Dan Pelatlhan 

Pual22 
Biaya Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan Direktur Utama 
diberikan sebesar dua kali dari Bia.ya Perjalanan Dinas, Pendidilcan 
dan Pelatihan dinas pegawai dengan jabatan tertinggi dt"bawah 

direksi, dan untuk kedua Direktur lainnya diberikan Biaya 
Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 900/o dari biaya 
perja1anan dinas yang diterima Direktur Utama. 

Pual.23 
Bia.ya honorarium rapat Direksi diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Direksi dan disetujui oleh dewan pengawas sesuai 
dengan ketentuan penmdang-undangan. 
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BagianKed.ua 

PenghesU•n ~ Penpwaa 
Pual26 

(1) Pengbasilan Dewan Pengawas berupa uangjasa. 
(2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimak:sud da)am ayat (1) 

adalah sebagai berilrut : 
a Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang 

jasa 45 % (empat puJuh lima perseratus) dari gaji Direktur 

Utama. 

BABV 
BAK DEWAii PBIIGAWAS 

Bepn Kesatu 
Umlllll 

Pual25 
(1) Dewan Pengawas mendapatlcan hak berupa penghasilan, uang 

jasa pengabdian, uang duka, serta biaya perjalanan dmas, 
pendidikan dan peJatiban. 

(2) Dewan Pengawas berhak atas Pakaian Dinas sejumlah satu kali 
dalam setahun, terdiri dari Pakaian Dinas dan pakaian olah 
raga. 

d. Cuti alasan penting seperti menikah, menikahkan anak, 
menghadiri acara pemikaban kelumga dekat dan menghadiri 
kemalangan keluarga dekat atau satu keturunan garis lurus 
termasuk dari pihak istri atau suami diberikan paling banyak 2 
bari diluar waktu perjalanan; 

e. Cuti melahirkan dtberikan paling banyak: 90 (Sembilan puluh 
bari); 

f. Cuti karena alasan lain dapat diberikan sepanjang telah 
mendapat ijin Walikota melalui Ketua Dewan Pengawas. 
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Rapa Keempat 
Uaagl>ab 

Pual28 
Dewan Pengawas yang berhenti karena meninggal dunia sebelum 
masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang duka sebesar 2 
(dua) kali uang jasa yang diterima pada bu1an terakhir, yang 

diberikan kepada abli warisnya. 

BapaKetlp 
Uaag J- Penphdian 

Pual27 
(1) Dewan Pengawas berhak atas uang jasa pengabdian apabila 

berhenti dengan hormat karena masajabatannya berakhir. 
(2) Dewan Pengawas yang berhenti dan diberhentikan dengan 

hormat sebelum masajabatannya berakhir dapat diberikan uang 

jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
syara.t telah menjalankan tugas paling kurang 1 (satu) tahun. 

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) adaJab sebesar dua koma lima dikali tahun masa 
kerja dikali uang jasa bulan terakbir (2.5 x tahun masa kerja x 
uang jasa terakbir). 

(4) Dewan Pengawas tidak berbak atas uang pengbargaan apabila 

diberhentikan dengan tidak hormat. 

b. Sekertaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima 
uang jasa 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur 

Utama.. 
c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa 35 % (tiga 

puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama. 



19 

Pual31 
(1) Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota mi, maka semua 

peraturan walikota dan Direksi yang berkaitan dengan 
Pengbasilan Direksi dan Dewan Pengawas dinyatakan tidak 
berlaku Iagi, 

(2) Sega1a biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini 
dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum 
Tirta Asasta Kota Depok, 

(3) Apabila jumlah Direksi masih berjumlah l(satu) orang, roaka 
seluruh hak dan kewajiban direksi Jainnya sehagaimana diatur 
dalam aturan mi menjadi tanggung jawab direksi tersebut 
sampai dengan dilantiknya jumlah Direksi sesuai dengan 
jumlah Direksi sesuai dengan peraturan ini. 

(4) Apabila jumlah Dewan Pengawas masih berjum1ah l(satu) 
orang, maka seluruh hak: dan kewajiban Dewan Pengawas 
Jainnya sebagaimana. diatur dalam aturan ini menjadi tanggung 
jawab Dewan Pengawas tersebut sampai dengan dilantiknya 
jumJah dewan pengawas sesuai dengan peraturan mi, 

B.&i'Bli"NAJI PB&U'tUP 
BAB VI 

Raglan KeJbna 
:ma.ya Perjalam DiDas, PencJidflran dan Pelatihan 

Pual29 
Biaya perja1anan dinas dan pendidilcan dan pe1atihan Dewan 
Pengawas diberikan sebesar 90% dari biaya perjalanan dinas yang 
diterima Direktur Utama, sedangkan untuk Sekertaris dan Anggo1a 
Dewan Pengawas chl>erikan sebesar 80 % dari biaya perjalanan 
dinas yang diterima Direktur Utama 

Pmlal30 
Biaya honorarium rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Direksi dan disetujui oleh dewan pengawas sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
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B. BARRY PRIBAJITO 
BERITA DABRAII KOTA DBPOK TABUII 2015 •OIIOR 32 

Diundangkan di Depok 
Pada taD(WP) 29 Oktober 2015 
SBIDll'l"JmlB DABRAII KOTA DBPOK, 

B. 111JR IIAIIIIODI ISIIAU. 

Ditetapkan di Depok 

Pada tanggal 29 Oktober 2015 

(wAUKOT~~ 
-~ 

Pual32 
PertUian Walikota ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da)am Berita Daerah 
KotaDepok. 


